L a Kebijakan
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 340 TAHUN 2015
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ALAT RUMAH TANGGA
KARENA PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA LELANG
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah telah melakukan penetapan status
penggunaan Barang Mililk Negara pada Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
152/KA/09/2015 tanggal 28 September 2015 hal
Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain
Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;

c. bahwa berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor:
297/2015 pada tanggal 27 Oktober 2015 terdapat
Barang Milik Negara berupa alat rumah tangga yang
telah dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan
secara lelang;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Bararig/Jdasa Pemeriritali Selaku Perigguna
Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara
Berupa Alat Rumah Tangga Karena Pemindahtanganan
Melalui Penjualan Secara Lelang Pada Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47;
2. Undang — Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5};
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 5533};

4, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga
Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah
(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 314);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang
Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
Jawab Tertentu Dari pengelola Barang Kepada
Pengguna Barang;

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGCGUNA
BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA BERUPA ALAT RUMAH TANGGA KARENA
PEMINDAHTANGANAN MELALUI PENJUALAN SECARA
LELANG PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara berupa alat
rumah tangga karena pemindahtanganan melalui
penjualan secara lelang pada Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terdapat
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara berupa alat rumah
tangga karena pemindahtanganan melalui penjualan
secara lelang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari 4 (empat) unit kasur/
spring bed,
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KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA senilai Rp.23.974.668 (dua
puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu
enam ratus enam puluh delapan rupiah) dengan nilai limit
senilai Rp.2.010.000 {dua juta sepuluh ribu rupiahj;

KETIGA : Penghapusan Barang Milik Negara berupa alat rumah
tangga karena pemindahtanganan melalui penjualan
secara lelang pada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
diktum KEDUA telah dilakukan oleh Pejabat Lelang Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang {(KPKNL) Jakarta V
dan tercatat serta disahkan dalam Salinan Risalah Lelang
Nomor: 297 /2015 tanggal 27 Oktober 2015;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal :1 Desember 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JABA
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA
BARANG

AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;

2. Inspektur, Inspektorat LKPP;

3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

jdih.lkpp.go.id



omoqeld sndy

Fusreg

BeUnSEuUsd Mye[es YeIULIDWa sy /uereg
ueepesus ] weeliqey efequsy eledoy

: TeBigue) eped

epeser 1p ueqdeIaiiq

000°010°C 0 899'1L6'ET 14
Felag yesmy] {005 C0S 0 L99°C66'S 3 5000 pagd stdg/insey| 9 91010 20'80'E] ¥+
yelag qesny 1005 ¢0S 0 L99°¢66'S |3 H00C pag sundg/imsey| ¢ 910'10°c0's0'e| €
¥eIog ¥esny 005 €085 0 L99°C66'S 1 600¢ pag suudg/insey| g 910 10'c0'S0°E} ©
yelog Hesmy] 005 TOS 0 L99°C66'S i 5002 pag suiidg/insey| | 910°'10'z0's0e] 1
oI 6 B Z 9 5 * £ 4 )
(-dd) s10¢ {d)
() weysfeIsd (NWE)
ISTPUOY] une § Iad | uegeeiad sEIUreny dNN fuereg spoy ON
I TelIN YO TN e unyel, vIBga) AN Buereymy stuapy

HYINRAWEI VSVL/DNVIVE NYVAVONTd NVIVPIETH VOVENET VAVd DNVIZT VEVOES NVIVALNEd
INTVTEN HVNYONVIHVANINGd VNEIVH VODNVL HYRNY LVIV VANEEE NVISNIVHIA DNVA VEVDEN TN DNVEVE 8V1EvVa

¢10¢ A2quess(q T
STOZ NAHVLI O%¢

HVINRIFWH] VSVL/ONVIVE NYYAVONTd NYIVOIEEN
VOVENAT VAVd DNVTET VAVOES NYIVAONED INTVTEN
NVNVONVIBVUNINGD YNHEVI VODNVL HYIOM LVIV
VdNAAH VIVODHEN SHTIN DNVIVH NVSNdVHONES DNV.INHL
DNVAVE VNNDDNED NHVTIES HYINIFHNI] vSVL/ONVIVE
NVVAVONEd NYAVLIHEN VOVHNET VIVJEM NVSNLAdUN

TVDODNV.L
JOWON

NVIIJWYT

jdih.lkpp.go.id



